
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam menerapkan restorative justice terhadapa anak yang melakukan 

tindak pidana, Polres Bima telah mengikuti pedoman yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dimana penerapan restorative justice ini dapat dilakukam ketika 

pertama tidak menganggu ketertiban umum dan tidak menimbulkan 

konflik sosial. Kedua bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

merupakan delik aduan, sehingga tidak menimbulkan masalah ketika 

penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Ketiga, bahwa tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak tidak diancam dengan hukuman penjara 

lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan tindakan criminal berulang. 

Dalam proses diversi, pihak korban dan pelaku akan dihadapkan bersama 

dengan pendampingan dari orang tua, pihak Peksos/Pekerja Sosial, 

LPA/Lembagaa Perlindungan Anaka, Bapas/Balai Pemasyarakatan, tokoh 

masyarakat, dan tokoh agama. Selanjutnya, korban dan pelaku harus 

mencapai kesepakatan damai dan mengajukan surat permohonan untuk 

menyelesaikan perkara melalui restorative justice yang ditujukan kepada 

atasan penyidik dalam hal ini Kapolres Bima. Kapolres Bima selaku 



atasan  penyidik meminta saran dan masukan dari pihak penyidik yang 

menangani perkara tersebut. Selanjutnya akan dilakukan gelar khusus 

dengan mengundang Propam, bagian hukum, dan bagian pengawasan 

Polres Bima, sehingga mencapai kesimpulan apakah perkara dapat 

dilanjutkan dengan proses restorative justice atau tidak. 

2. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam 

menerapkan restorative justice terhadap anak yang terlibat dalam tindak 

pidana ialah yang pertama, ketentuan dalam Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang membatasi penerapan restorative justice 

untuk anak-anak yang merupakan residivis atau terlibat dalam tindak 

pidana yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara lebih dari 7 

tahun. Kendala kedua adalah ketidakmungkinan mencapai kesepakatan 

damai, terutama ketika keluarga korban tidak bersedia untuk berdamai, 

dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak-pihak yang 

terlibat tidak mencapai kata sepakat. Kendala ketiga adalah kurangnya 

itikad baik dari pihak pelaku, yang membuat korban enggan 

menyelesaikan perkara secara damai karena pelaku tidak bersedia 

mengganti kerugian yang dialami oleh korban.  Kendala keempat adalah 

permintaan ganti rugi yang tidak proporsional dari pihak korban, bukan 

berfokus pada penyelesaian dan sanksi yang sesuai, melainkan sebagai 

ajang negosiasi terkait ganti rugi yang diminta oleh keluarga korban, yang 



sering kali dianggap tidak relevan dan tidak masuk akal, terutama karena 

jumlahnya terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan 

keluarga pelaku. Kendala kelima adalah minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang restorative justice. Istilah restorative justice masih 

kurang dikenal di kalangan masyarakat, sehingga dalam kasus tindak 

pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, lebih 

sering dikenal sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau 

musyawarah. Akibatnya, karena kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang restorative justice, terutama dalam penyelesaian tindak pidana 

ringan, masih banyak yang menolaknya karena masyarakat umumnya 

menganggap bahwa tindak pidana harus dihukum dengan hukuman 

penjara. 

 

B. Saran 

1. Pihak kepolisian agar tetap konsisten menerapkan kebijakan  restorative 

justice terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan merujuk 

pada pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, serta membekali calon penyidik-penyidik berikutnya dengan 

pemahaman restorative justice untuk regenerasi mengingat pentingnya 

menghindari stigmasisasi dan masa depan anak dalam menyongsong 

kehidupan di dalam masyarakat, dan sesuai pembaharuan hukum pidana 



yang sudah menempatkan bahwa penjara adalah upaya ultimum remidium 

dalam menjatuhkan hukuman. 

 Kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan dan kampanye untuk 

mengedukasi masyarakat tentang konsep restorative justice, dengan tujuan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengingat masih banyak 

warga yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang implementas i 

restorative justice.
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